BAB III
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

NO: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit. TENTANG ISTILHAQ

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Situbondo

1.

Keadaan Geografis Dan Wilayah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama
Situbondo

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa
Timur yang terletak diujung timur pulau Jawa 7°35' — 7°44’ Lintang Selatan
dan 113°30’ - 114°42' Bujur Timur. Bagian utara yang sebelah timur
berbatasan dengan Selat Bali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Probolinggo, Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan
berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi.'

Pengadilan Agama Situbondo adalah suvatu pengadilan tingkat
pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut
menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Situbondo. Sesuai dengan
kcberadaannya, maka lembaga peradilan agama ini harus mampu melayani
kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum

kekeluargaan.

! www.situbondo.go.id (Selasa, 12juni 2012)
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Pengadilan Agama Situbondo Kelas I-B berkedudukan;ﬂ ’di Kota

Situbondo terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto 18 Kabupaten Situbondo.

Pengadilan Agama ini dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan

dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasarkan Keputusan Kerajaan

Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 — 152.

Pengadilan Agama Situbondo mempunyai gedung sendiri sejak Tahun
1983 yaitu terletak di Jalan Argopuro 45 Situbondo, yang scbelumnya selalu
berpindah pindah antara lain dengan menumpang di Masjid Al-Abror,
menumpang di kantor Departemen Agama, menyewa gedung di jalan

Madura.

Menempati gedung di Jalan Argopuro 45 Situbondo sampai tahun
1992 dan sejak tahun 1993 pindah kantor dengan menempati gedung milik
Pcngadilan Negeri Situbondo di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 18

Situbondo.

Sesuai Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung RI tanggal 18 Oktober 2006 Nomor 30/BUA-PL/ S-KEP/X/2006
tentang pengalihan inventaris tanah dan bangunan dari Pengadilan Negeri
Situbondo ke Pengadilan Agama Situbondo ditindak lanjuti pembangunan

gedung baru dengan DIPA Tahun 2007 maka scjak hari Senin 11 Pebruari
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2008 Pengadilan Agama Situbondo menempati gedung baru dengan alamat

di JI Jaksa Agung Suprapto 18 Situbondo.?

Sebagai catatan bahwa menjelang ditempati gedung baru tersebut
pada hari Jumat 8 Pebruari 2008 sekira pukul 11.30 tengah malam kota
Situbondo tertimpa musibah banjir termasuk gedung baru Pengadilan Agama
Situbondo. Akibat banjir tersebut telah menghanyutkan beberapa barang
inventaris kantor, menjebol beberapa meter pagar dinding dan merusak

berkas serta buku buku perpustakaan.’

Wilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo meliputi seluruh
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, yang terdiri dari 17
Kccamatan, 2 Kelurahan, 189 Desa. Yaitu: Kecamatan Situbondo terdiri dari
4 desa dan 2 kelurahan; Kecamatan Panji 11 desa; Kecamatan Mangaran 6
dcsa; Kecamatan Kapongan 10 desa; Kecamatan Panarukan 8 desa;
Kecamatan Kendit 7 desa; Kecamatan Arjasa 8 desa; Kecamatan Jangkar 8
desa; Kecamatan Asembagus 10 desa; Kecamatan Banyuputih 5 desa;
Kecamatan Bungatan 7 desa; Kecamatan Mlandingan 7 desa; Kecamatan
Suboh 8 desa; Kecamatan Besuki 10 desa; Kecamatan Sumbermalang 9 desa;

Kecamatan Jatibanteng 8 desa; dan Kecamatan Banyuglugur 7 desa.

? www.pa-situbondo.net
* Moh. Yasya’, Wawancara, Situbondo,17 Mei 2012.
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2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Situbondo

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat
(1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim,
Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan
Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai
Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang
mecmbantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan
Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna
mcmpertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing
bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun
1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Situbondo adalah

sebagai berikut:*

* www.pa-situbondo.net
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STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
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B. Penctapan Pengadilan Agama Situbondo

1.

Deskripsi Perkara.

Kasus yang tcrdaftar pada Pengadilan Agama Situbondo Nomor:
0152/Pdt.P/2011/PA.Sit. merupakan perkara Permohonan Pengangkatan
Anak yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II yaitu sepasang suami
isteri atas nama Mohammad Zaini, SP., umur 24 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS (Penyuluh Pertanian) dan Siti Nur Rahmatillah, Amd,Keb.,
umur 24 tahun, agama Islam, pckerjaan PNS (Bidan), keduanya bertempat
tinggal di bertempat tinggal di JI. Ijen No.26 RT.02, RW.04 Kelurahan
Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

Berdasarkaan surat permohonan Pengangkatan Anak tertanggal 28
Juli 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Situbondo, mengemukan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah sepasang
suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2009 dan telah
memiliki penghasilan yang cukup telah mempunyai anak kembar namun
telah meninggal dunia setelah lahir prematur.

Saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara seorang anak

bernama Zaskia Mecca Maharani, anak seorang Tunawisma yang sakit

ingatan/gila, lahir di Rumah Sakit Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo pada



hari Jum’at tanggal 17 Juni 2011, yang telah mereka rawat dengan baik sejak
lahir umur 1 hari hingga berumur 40 hari.’

Menurut Moh. Yasya’, Hakim PA Situbondo yang menetapkan
perkara ini, anak tersebut lahir dari seorang Tunawisma yang sakit
ingatan/gila yang tidak jelas asal usulnya. Wanita tersebut dihamili oleh
seseorang yang tidak diketahui pula identitas dan asal-usulnya, melahirkan di
Rumah Sakit Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo yang salah satu tenaga
mcdisnya (bidan) adalah pemohon II, Siti Nur Rahmatillah, Amd,Keb.®

Kemudian para Pemohon berkeinginan untuk memelihara anak
tersebut selain keadaan Pemohon mempunyai anak, juga didorong dengan
rasa kemanusiaan serta semangat ingin membantu sesama demi kebaikan
anak itu sendiri di masa depan. Selama memelihara anak tersebut para
Pemohon akan tetap menjunjung hukum Islam yang berlaku bagi anak
tersebut khusunya hukum waris dan hukum kekeluargaan lainnya.’

Untuk mendapatkan kepastian hukum berupa penetapan anak angkat
dan orang tua angkat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, melalui
Pengadilan Agama Situbondo para pemohon mengajukan permohonan agar
anak yang bernama Zaskia Mecca Maharani tersebut untuk ditetapkan

scbagai anak angkat dari Pemohon Mohammad Zaini,SP. dan istrinya Siti

* Salinan Penetapan Nomor : 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit, 1.
¢ Moh. Yasya’, Wawancara, Situbondo, 17 Mei 2012.
7 Salinan Penetapan, 2.
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Nur Rahmatillah, Amd.Keb. serta menetapkan anak tersebut sebagai anak
Istilhag (di nasabkan) kepada Pemohon I, Mohammad Zaini ,SP.

Pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Para Pemohon hadir
sendiri di persidangan, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
dipersidangan Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti antara lain
surat-surat berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,
Kutipan Akta Nikah An. para Pemohon yang telah dicocokan dengan
masing-masing aslinya. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran, Surat
Kcterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh RSUD. dr.Abdoer Rahem Serta
surat dari Dinas Sosisl Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai bukti dari
anak terperkara.”

Selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi
yaitu kakak kandung dan adik kandung Pemohon I, para saksi menyatakan
bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama Zaskia
Mecca Maharani yang lahir pada bulan Juni tanggal 2011 yang lalu dari
scorang Tunawisma yang tidak diketahui namanya karena sakit ingatan, yang
tclah Pemohon rawat dengan baik sejak lahir sampai sekarang ini dan

menurut saksi, demi masa depan anak tersebut Para Pemohon sanggup untuk

8 Ibid, 3.
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merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik karena dari segi ekonomi
mercka berdua sebagai Pegawai Negeri Sipil.?

Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan
tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan, tentang jalannya
pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang
bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk

kepada berita acara tersebut.

2. Dasar Hukum Penetapan Perkara Nomor: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit.

Setelah membacakan duduk perkara dan mendengar jawaban dari
pemohon kemudian majelis hakim menilai dan melakukan pertimbangan
terhadap jawaban dan alat bukti surat dan saksi-saksi.

Bukti KTP, Kartu keluarga serta Kutipan Akta Nikah An. Para
Pemohon membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten
Situbondo dan telah terikat secara sah sebagai suami-isteri, karenanya
Majelis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bukti Surat Keterangan keterangan Kelahiran dari RSUD. dr. Abdoer
Rahem dan Surat Keterangan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo
membuktikan bahwa seorang anak perempuan yang bernama : Zaskia Mecca
Maharani yang lahir di RSUD. dr. Abdoer Rahem pada tanggal 17 Juni 2011

tersebut lahir dari seorang ibu dengan nama Mrs.X (seorang Tunawisma)

° IbidA.
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yang tidak dapat diketahui identitasnya karena yang bersangkutan dalam
keadaan sakit ingatan yang dikirim oleh Puskesmas Asembagus, Kabupaten
Situbondo.

Dari apa yang telah di terangkan oleh saksi-saksi Pemohon, Majelis
menemukan fakta-fakta Bahwa pernikahan antara Pemohon 1 dengan
Pemohon II sampai sekarang belum mempunyai anak, karena dari segi
ckonomi mereka berdua secbagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai
penghasilan yang cukup Para Pemohon bermaksud mengangkat anak dari
seorang Tunawisma yang tidak diketahui namanya karena hilang ingatan.

Permohonan ini telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bermaksud untuk
kepentingan terbaik bagi anak yang akan di angkat melihat dari fakta-fakta
yang diuraikan di atas Majelis menilai bahwa permohonan pengangkatan
anak tersebut dilakukan oleh Pemohon untuk meningkatkan kesejahteraan
dan kelangsungan pendidikan serta agama anak tersebut dimasa depan
apabila dibandingkan bila anak tersebut di asuh oleh orang tua kandungnya
sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis
Hakim berpendapat bahwa permohonan pengangangkatan anak yang
dilakukan oleh Para Pemohon (Muhammad Zaini, SP. dan Siti Nur

Rahmatillah, Amd,Keb.) terhadap seorang anak perempuan yang bernama
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Zaskia Mecca Maharani yang lahir di RSUD. dr. Abdoer Rahem pada bulan
Juni 2011 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan telah
memenuhi ketentuan SEMA No.6 Tahun 1983 Jo.SEMA No.3 Tahun 2005
Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Oleh karena permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan yang
berlaku, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.

Permohonan Pemohon agar supaya anak terperkara dapat dinasabkan
kepada Pemohon I (Muhammad Zaini,SP.) Majelis berpendapat bahwa oleh
karena anak tersebut lahir dari seorang ibu yang tidak dapat diketahui
identitasnya dan tidak diketahui siapa ayahnya, serta tidak ada orang yang
mengaku sebagai orangtuanya, maka keadaan anak terperkara tersebut secara
hukum disebut sebagai waladatul Istilhaq/waladatul Lagith.

Sekalipun anak tersebut lahir dengan diketahui ibu kandung yang
melahirkannya, namun oleh karena ibu yang melahirkannya tersebut sakit
ingatan (gila), sehingga tidak akan dapat di telusuri nasab dari anak tersebut
hukumnya sama dengan tidak ada.

Oleh karena waladatul lagith adalah jiwa yang wajib di lindungi dan
di jaga, maka berdasarkan kemaslahatan serta firman Allah SWT dalam surat

al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :



49

e S5 A e

Artinya: “ ... Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa ...”

Maka kepada orang yang berkecukupan dan berniat memberikan
pertolongan (Para Pemohon) diwajibkan untuk mengambi a/-Lagith dan
mcrawatnya dengan sebaik-baiknya;

Karena Para Pemohon telah mempersaksikan keinginannya untuk
memelihara dan merawat Waladatul Lagith tersebut dengan mengajukan
permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama ini, maka untuk
mcnjamin pemeliharaan dan kepastian hukum bagi anak terperkara untuk
memperoleh nasab yang jelas yang merupakan bagian dari identitas dirinya
tersebut, Majelis perlu mengungkapkan fakta bahwa berdasarkan bukti-bukti
anak terperkara tersebut tidak dapat diketahui nasabnya dan dipersidangan
terbukti usia orang yang mengakui sebagai orang tua dengan anak yang di
akuinya secara akal schat dan norma kebiasaan di masyarakat dapat di
terima, sehingga untuk memberi dasar hukum bahwa dimungkinkan
menasabkan seseorang kepada selain bapaknya (yakni kepada walinya) jika
bapaknya tidak dikenal, maka Majelis menukil pendapat dari beberapa
ulama’ yang kemudian di ambil sebagai pendapat Majelis antara lain:

I- Musthafa Ahmad Zarqa® dalam kitabnya ” A/-Madkhal al-fighy al-’am ”

Jilid II, halaman 175 yang berbunyi:
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Artinya: “Pengertian” Jahalatun nasab” adalah sescorang yang tidak
diketahui nasabnya menurut syari’at, baik di tempat dimana ia
berada dan di tempat lain. Dalam keadaan demikan siapapun
dibenarkan mengklaim nasab/mengakuinya scbagai anak
Dihubungkanlah nasab orang yang diklaim kepada pihak yang
mengklaim jika yang diklaim membenarkan. Kecuali jika sangat
tidak logis/tidak mungkin, seperti keduanya seusia atau malah
yang diklaim lebih tua dari yang mengklaim”.

2- Al-Qurthubi dalam tafsimya ” A/-Jami’ li-Ahkam al- Qur ’an” Jilid XIIII

hal. 119 yang berbunyi:
S U DA S0 3 06 o3yl L Ji 025 1 e of e
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Artinya: “Al-Quran memerintahkan agar seseorang dipanggil sesuai dengan
nama bapaknya. Jika bapaknya tidak dikenal maka ia dinasabkan
kepada walinya. Apabila walinya tidak ada, katakan kepadanya ”
hai saudaraku” artinya saudara seagama’.

3- Sayid Sabiq dalam kitabnya ”Fighus Sunnah” Jilid 11, hal. 660 yang
berbunyi:
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Artinya: “Menurut undang-undang yang berlaku di Mesir, jika orang yang
hampir meninggal dunia mengakui hubungan nasab dengan
seseorang, maka pihak yang diakui berhak menerima warisan,
selama tidak diketahui nasab pihak yang diakui, dan pihak yang
ikrar tidak mencabut/merubah ikrarnya. Syarat berlakunya
ketentuan tersebut adalah jika pihak yang di akui masih hidup
sewak tu meninggalnya pihak yang mengakui atau saat
meninggalnya secara hukum. Dan tidak terjadi halangan mewaris
pada diri yang diakui”.

Dari diskripsi pendapat para ulama’ diatas dapat di ambil kesimpulan
bahwa sesuatu yang urgen dalam masalah menasabkan sescorang kepada
orang lain sebagai bapak angkat/walinya adalah tidak adanya pemalsuan,
schingga apabila sebab (adanya pemalsuan) tersebut dapat dihilangkan
dcngan adanya putusan Pengadilan dan lebih-lebih lagi pencgasan nasab
tersebut merupakan petunjuk identitas seseorang yang harus dipenuhi
scbagaimana maksud pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, schingga karena dalam perkara tersebut Majelis
melihat adanya kemaslahatan yang besar dalam mengistilhagkan anak angkat

(mustalhaq lahu) kepada bapak angkat (mustalhiq)-nya maka permohonan

tcrsebut juga harus dikabulkan.'

' 1bid, 1-8.
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3. Penetapan Perkara Nomor: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang

dikemukakan, maka Majelis hakim menetapkan perkara No:

0152/Pdt.P/2011/PA.Sit. yaitu:

a.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan
Menyatakan anak yang bernama Zaskia Mecca Maharani yang lahir
di Situbondo tanggal 17 Juni 2011 sebagai anak angkat dari Pemohon
I (Muhammad Zaini, SP.) dan Pemohon II (Siti Nur
Rahmatillah,Amd,Keb.)

Menetapkan anak tersebut pada dictum 2 (dua) sebagai anak Jstilhaq
(dinasabkan) kepada Pemohon I (Muhammad Zaini, SP.)
Membebankan biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam

puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon .M

" 1bid, 10.



